WALIKOTA SALATIGA

P s
PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 17 1putud 2010

TENTANG
PENAMBAHAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH YANG BELUM MENERIMA
TUNJANGAN PROFESI TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja dan kesejahteraan bagi
guru pegawai negeri sipil daerah khususnya yang belum menerima
tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan telah diberikan alokasi dana tambahan penghasilan yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2009;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penambahan Tunjangan
Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang
Belum Menerima Tunjangan Profesi Tahun 2009.

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah
dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389),

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4920);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 1l Salatiga dan Kabupaten Daerah
Tingkat Il Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3500);



Menetapkan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi
Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan
Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

13.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

14.Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan
Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil,

15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.07/2009 tentang Alokasi
dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai
Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun
Anggaran 2009;

16.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga
Tahun 2007 Nomor 5);

17.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota
Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);

18.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota
Salatiga Tahun 2008 Nomor 10);

19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2009 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran
Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 6);

20.Peraturan Walikota Salatiga Nomor 41Tahun 2009 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Salatiga
Tahun 2009 Nomor 41);

21.Peraturan Walikota Salatiga Nomor 60 Tahun 2009 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 60), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 3 Tahun 2010
(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENAMBAHAN TUNJANGAN
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH YANG BELUM MENERIMA TUNJANGAN PROFESI TAHUN
2009.

Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.



4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah,
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Satuan Polisi Pamong Praja,
Kecamatan dan Kelurahan.

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Calon
PNS dan PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang bekerja di
lingkungan Pemerintah Daerah.

6. Tunjangan Profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan
dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas
profesionalitasnya.

7. Guru Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Guru, adalah
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan Guru
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang
mempunyai satuan administrasi pangkal pada Taman Kanak-
kanak/Taman Kanak-kanak Luar Biasa/Raudlatul Athfal/Bustanul Athfal,
Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah
Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah
Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas
Luar Biasa/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Madrasah
Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.

8. Tunjangan Tambahan Penghasilan adalah sejumlah uang yang
diterimakan kepada Guru yang belum menerima tunjangan profesi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2009.

9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi
perangkat daerah yang dipimpinnya.

10. Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

Pasal 2
(1) Kepada Guru diberikan Penambahan Tunjangan Tambahan
Penghasilan setiap bulan.
(2) Besarnya Penambahan  Tunjangan Tambahan  Penghasilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp 250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 3
Tata cara permintaan dan pembayaran Penambahan Tunjangan Tambahan
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 2, dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang
pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 4
Pembayaran = Penambahan  Tunjangan = Tambahan  Penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh)
Pasal 21 dengan tarif 15 % (lima belas perseratus) bersifat final sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

Pasal 5
Pemberian Penambahan Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, mulai bulan Januari sampai dengan bulan
Desember 2009 secara sekaligus.



Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Salatiga.

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 19- 2- 40D

SEKRETARIS DAERAH

ALATIGA,

AGUS RUDIANTO

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 1§- 2- 20D

G WALEZOTA Tﬁ;

JOHN MANUEL MA OPPO{

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2010 NOMOR & -



